
SALINAN

BUPATI XEDIBI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI I(TDIRI
I{OMOR 50 TAIIUN 2OT5

TEITTANG
I(AWASAN PERT'ITTUI{AN PERTA}IBA.ITGAIT

DI KABI'PATEN XEDIRI

DENGATT RAIIMAT TUHAIT YANG MAIIA ESA

BUPATI KEDIRI,
Menimbang : a. bahwa mineral bukan logam dan batuan mempunyai

peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang
banyak, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara

berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan
berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagr

sebesar-besarnya kesejahteraan ra\iat;
b. bahwa dalam rangka mitigasi bencana akibat erupsi

Gunung Kelud dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi
bahan tambang yang ada di Kabupaten Kediri perlu
ditetapkan kawasan perlambangan agar pemanfaatan
pertamba-ngan sesuai dengan perundang - undangan yalg
berlaku;

c. bahwa dari hasil rapat koordinasi dengan Provinsi Jawa
Timur tanggal 18 Agustus 2O15 Kabupaten Kediri perlu
membuat Peraturan Bupati terkait Kawasan Peruntukan
Pertambangan agar kegiatan pertambangan dapat berjalan
sesuai ketentuan;

d. bahwa sesuai Telaah Staf Kepala Dinas Pengairan,
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kediri Nomor
5451L836/418.41/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal
Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Pemberian Wilayah
Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Kediri dan
Berita Acara Hasil Rapat Nomor 545/t961 /418.4t/2}ls
tanggal 10 September 2Ol5 perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan di
Kabupaten Kediri;

e. bahwa sehubungan dengan perlimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, hunrf b, huruf c dan huruf
d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten Kediri;
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Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahaa Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundalg-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor g2,

Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O15 (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828\;

1 I . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O 10 tentang
Wilayah Pertambangan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol0 Nomor 29, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (L.embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s2821;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s1421;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentang lzin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006
tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
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18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraal Usaha

Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga
Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;

20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 12 Tahun 2O I 1 tentang Tata Cara Penetapan

Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi
Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;

21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 7 Tahun 2O12 tentang Peningkatan Nilai Tambah
Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian
Mineral;

22. Peraitran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kriteria Teknis Kawasal
Peruntukan Pertambangan ;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 555.Kl26lM.PE/ 1995 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Pertambangan Umum;

25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor L2O4 KI30IMEM/2O14 tentang Penetapan Wilayah
Pertambangan Pulau Jawa dan Bali;

26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2010
tentang Kriteria Kerusakan Lahan Penambangan Sistem
Tambang Terbuka di Jawa Timur;

27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015
tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral di Jawa Timur;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2OO8

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan,
Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 20O8 Nomor 20, Tambahan lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 54);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor I Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 12 Tahun 2Ol2 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2O12 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 112);



5

MEMUTIISKAIT:
Menetapkao : PERATURAN BUPATI I{EITIRI TEITTAIIG KAWAAAN

PERUI|TTIKAil PERTAMBAISGAN DI KABUPATEI{ I(EDIRI,

BAB I
KETEilTUAITI TIMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,

baik melalui pembangunan lisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana.

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yarrg mengancam darr
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

6. Rekomendasi adalah pemberian saran, anjuran dan pemberitahuan yang
dapat memperjelas maksud pemeberi rekomendasi untuk mendapatkan
pandangan atau tanggapan yang positif dari pemohon rekomendasi

7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minera.l atau batubara
yang meliputi penyelidikaa umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutal
dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

8. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi
sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya
kegiatan pertambangan di wilayah darat maupun perairan.

9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di atam, yang memiliki
sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau
gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau
padu.

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang
berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta
pertambangan batubara.
usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral
yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambalgan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

10.

11.
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12. Badan usaha adalah setiap badan yang bergerak di bidang pertambangan
yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah
yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan dan tidak terikat
batas administrasi pemerintah yang merupakan bagran dari tata ruang
nasional.

14. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kediri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten Kediri diatur dalam
Peraturan Bupati dimaksudkan :

a. agar upaya mitigasi bencana akibat lahar hujan Gunung Kelud bisa
meminimalisir kerusakan yang akan terjadi;

b. agar kegiatan mitigasi bencana lahar hujan Gunung Kelud bisa
dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

c. agar dapat memanfaatkan sebesar - besamya potensi pertambangan
mineral bukan logam dan batuan bagi kesejahteraan masyarakat,
menunjang pembangunan dan meningatkan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3
Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten Kediri diatur dalam
Peraturan Bupati, bertujuan :

a. meningkatkan daya tampung kantong lahar yang berada di wilayah
Kabupaten Kediri untuk menerima aliran lahar dingin Gunung Kelud,
sebagai upaya mengatasi keadaan darurat dan menurunkan daya rusak
pada lingkungan maupun infrastruktur;

b. memenuhi kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur di
wilayah Kabupaten Kediri atau Jawa Timur;

c. meningkatkan perekonomian masyarakat, sebagai pengungkit
perekonomian Kabupaten Kediri dal menyerap lapangan pekerjaan.

BAB III
KAtrIASAIY PERT'ITTUI{A.IT PERTA.MBA.ITGAN

Pasal 4
(1) Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten Kediri ditetapkan

berdasarkan pada :

a. sebaran formasi mineral bukan logam dan batuan;
b. data indikasi mineral bukan logam dan batuan;
c. data potensi mineral bukan logam dan batuan;
d. data cadangan mineral bukan logam dan batuan; dan/ atau
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e. hasil kajian atau singkapan atau yang telah dilakukan
penggalian/ penambangan.

(21 Kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

P.sal 5
Kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) merupakan kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam
dan batuan dengan potensi te{adinya banjir lahar dingin metiputi :

a. Kecamatan Puncu;

b. Kecamatan Kepung;
c. Kecamatan Plosoklaten;
d. Kecamatan Kandangan;
e. Kecamatan Kunjang;
f. Kecamatan Badas; dan
g. Kecamatan Ngancar.

BAB IV
XSDENTUAN PENUTUP

Pas81 6
Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Telaah Staf Kepala Dinas Pengairan,
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kediri Nomor 545 I 18361 418.41 l2ol5
tanggal 24 Agustus 2015 perihal Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Kediri dan
Berita Acara Hasil Rapat Nomor 54511961/4l8.4ll2OLS tanggal 10 September
2015 dengan hasil peserta rapat memutuskan menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan
Batuan di Kabupaten Kediri serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 25-9-2015

PJ. BUPATI I(IDIRT,

ttd

IDRUS

Diundangkan di Kediri
padatanlgal 25 - g -2ots
SEKRETARIS DA.ERATI KABUPATEIT KEDIRI,

ttd

SUPlOYO

BERITA DAERAII ITABI'PATEN IITDIRI TAHUN 2OI5

Salinan sesuai dengan aslinya

a,n. SEKRETARIS DAEMH


